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PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR g TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUS] PELAYANAN PENDIDIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,
l;’

*a&  bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak
Dacrah dan Retribusi Daerah, perlu dilakukan
pengaturan  retribusi daerah sesuai dengan
Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b.  bahwa Retribusi merupakan salah satu sumber
pendapatan daerah yang penting guna membiayai
pelaksanaan pemerintahan daerah;

c. bahwa pclayanan pendidikan merupakan salah
satu objck Retribusi yang pemungutannya menjadi
kewenangan Pemerintah Daerah; '

d. bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi
Pelayanan Pendidikan.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomer 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
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Pasal 4

Subjek Retribus;j
badan yang men
disediaka_n atau di

Pasal 5

Retribusi dalam Peraturan p
Jasa Umum,

BAB III

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

acrah ini digolongkan scbaga

5 , "
l‘flﬂyanml Pendidikan adalah orang pr}badl Atall
g8unakan/menikmati pelayanan pendidikan yang

erikan olely Pemerintah Dacrah.

i Retribusi

Tingkat penggunaan Pelayanan Pendidikan diukur berdasarkan jumlah

peserta.

BAB IV

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN’STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan dasar penctapan tarif retribusi pelayanan pendidikan

adalah didasarkan pada biaya penyelenggaran

pendidikan dan

pelatihan, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek

keadilan serta efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

NO URAIAN SATUAN TARIF
(Rp)
1. | Bimbingan Teknis 1 s/d 3 hari
a. Bimtek Sertivikasi Barang dan Jasa
b. Bimtek Keuangan
-  Simda Keuangan Orang 2.500,-
- Simpadda
- Simbada
2. | Pendidikan dan Pelatihan Teknis
/Fungsional
a.4s/d7 Hari _ Orang 3.000,-
i b. 8 S/d 15 Hari O[‘ang 3.500’_
c. diatas 15 Hari Orang 4.000,-
3. | Kursus
a. 1 s/d 7 Hari Orang 3.000,-
b. 8 s/d 15 Hari Orang 3.500.-
c. Diatas 15 hari Orang 4.000,- |
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